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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seseorang mengirim barang tidak harus dilakukan sendiri, melainkan
dapat pula dilakukan melalui perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman
barang. Perusahaan jasa pengiriman barang adalah pelaku usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum menyelenggarakan kegiatan
usaha berbagai bidang ekonomi, menjalankan usaha mengirim barang.

Perusahaan jasa pengiriman jasa dalam menjalankan usaha menerima
ongkos jasa pengiriman yang harus dibayar oleh pengirim. Sedangkan perusahaan
jasa pengiriman barang mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang sampai
di tempat tujuan dengan selamat.

Antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan pihak yang
mengirimkan barang terikat dalam suatu perjanjian pengiriman yang dibuktikan
dalam dokumen pengiriman barang. Hubungan hukum yang didasarkan atas suatu
perjanjian yang berarti menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik.
Perusahaan jasa pengiriman barang mempunya'i kewajiban untuk mengirimkan
barang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat dan aman, sedangkan
pihak pengirim mempunyai kewajiban membayar ongkos pengiriman.

Kewajiban perusahaan jasa pengangkutan untuk mengirim Dbarang
disertai

dengan tanggung jawab yaitu untuk memberikan ganti kerugian jika barang yang
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dikirim hilang atau rusak. Mengenai kewajiban untuk menanggung atas hilang
atau rusaknya barang yang dikirim tersebut perusahaan jasa pengiriman barang
tidak jarang memberikan batasan tanggung jawab atas hilang atau rusaknya
barang.

Klausula pembatasan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam suatu
perjanjian yang telah dibuat secara baku. Sebagaimana dikemukakan oleh
Nurmandjito, bahwa “kalangan pengusaha sangat memerlukan adanya perjanjian
ini karena dalam kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan
jasa, seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi memerlukan transaksi yang
cepat, berbiaya murah, efektif dan efisien”.’

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dibuatnya klausula baku
dimaksudkan untuk menekan biaya, kecepatan, efisien dan efektif. Namun
kenyataannya terjadi suatu penyimpangan dalam penentuan klausula tersebut
tidak dimaksudkan untuk efektif dan efisien, melainkan berisikan batasan
tanggung jawab.

Klausula yang berisi batasan tanggung jawab pelaku usaha jasa
pengiriman barang tersebut terjadi dan dilaksanakan oleh perusahaan jasa
pengiriman barang Air Cargo Service Perseroan terbatas Buana Raya Ekspres,
yaitu perusahaan yang berlokasi di Jalan Undaan Kulon 119. Perusahaan yang
bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Pada dokumen Pengiriman barang

disebutkan:

'Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang

Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju,
Bandung, 2000, h. 27.
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- Semua kiriman yang mudah pecah, rusak tidak menjadi tanggungan

kami;

- Semua kriman bila hilang kami hanya dapat mengganti paling tinggi 10

X
dari ongkos kirim;

- Semua kriman diakibatkan oleh force majeur bukan tanggungan kami.
Klusula tersebut dibuat secara baku oleh pihak perusahaan, sehingga pihak
pengirim tidak ada hak tawar lain selain harus menyepakatinya dan kesepakatan
tersebut tidak diberikan secara bebas. Hal ini tentunya merugikan konsumen,
terutama jika konsumen dapat membuktikan bahwa karena kurang hati-hatinya
pelaku usaha mengakibatkan barang yang mudah pecah tersebut akhirnya pecah,
atau karena kurang memberikan pengamanan hingga barang tersebut hilang.

Pembatasan tanggung jawab sebagaimana di atas termasuk juga
pengalihan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha
pelayanan jasa pengiriman barang. Terutama bila dikaitkan dengan ketentuan
pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya
disinmgkat UU PK), yang menentukan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperciagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak
sebagaimana asas yang terdapat di dalam buku IIl Burgerlijke Wetboek

(selanjutnya disingkat B.W.), yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak
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- Semua kiriman yang mudah pecah, rusak tidak menjadi tanggungan

kami;

- Semua kriman bila hilang kami hanya dapat mengganti paling tinggi 10

X
dari ongkos kirim;

- Semua kriman diakibatkan oleh force majeur bukan tanggungan kami.
Klusula tersebut dibuat secara baku oleh pihak perusahaan, sehingga pihak
pengirim tidak ada hak tawar lain selain harus menyepakatinya dan kesepakatan
tersebut tidak diberikan secara bebas. Hal ini tentunya merugikan konsumen,
terutama jika konsumen dapat membuktikan bahwa karena kurang hati-hatinya
pelaku usaha mengakibatkan barang yang mudah pecah tersebut akhirnya pecah,
atau karena kurang memberikan pengamanan hingga barang tersebut hilang.

Pembatasan tanggung jawab sebagaimana di atas termasuk juga
pengalihan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha
pelayanan jasa pengiriman barang. Terutama bila dikaitkan dengan ketentuan
pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya
disinmgkat UU PK), yang menentukan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak
sebagaimana asas yang terdapat di dalam buku Il Burgerlijke Wetboek

(selanjutnya disingkat B.W.), yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak
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dalam membuat suatu perjanjian, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Selain
itu bahwa kontrak tersebut harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana ditentukan
dalam pasal 1320 B.W., yaitu:
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2) kecakapan dalam membuat suatu perjanjian,
3) suatu hal tertentu dan
4) suatu causa yang diperkenankan.
Kontrak jika dibuat memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320
B.W., di atas mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) B.W.
Dengan berpedoman pada latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini
permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah kekuatan hukum klausula baku dalam dokumen/ perjanjian
pengiriman barang pada PT Buana Raya ?
b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal konsumen menderita

kerugian akibat kesalahan PT Buana Raya ?

2. Penjelasan judul

Skripsi berjudul “Keabsahan Klausula Baku Dalam Dokumen Perjanjian
Jasa Pengiriman Barang (Kajian Kasus Di PT Buana Raya)”, dijelaskan artinya

sebagai berikut:
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Keabsahan  maksudnya “Sifat yang sah menurut ketentuan Undang-

Undan atau status tentang sah atau tidaknya menurut undang-undang”.2

Klausula baku menurut pasal 1 angka 10 UUPK adalah “setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

klausula baku maksudnya “tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau
pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan
pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku adalah meliputi model,
rumusan
dan ukuran”.?

Dokumen perjanjian maksudnya sesuatu yang tertulis atau tercetak berisi
“perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain ata lebih™ (Pasal 1313 B.W.).

Jasa pengiriman barang maksudnya setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen,* |

dalam hal ini perbuatan mengirim barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju.

2Pcnarwadarrnin!a,. Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 260.

3 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan
(selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad 1), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 6.

‘Poerwadarminta, Op. cit., h. 512.
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PT Buana Raya Surabaya merupakan perusahaan jasa pengiriman barang
yang beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 119 Surabaya, sebagai tempat yang
dijadikan obyek penelitian.

Dengan demikian keseluruhan judul skripsi sebagaimana di atas dijelaskan
artinya sebagai berikiut: Bagaimana status hukum klausula atau isi pasal yang

diperjanjikan dan dibuat secara baku di PT Buana Raya Surabaya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi sebagaimana judul di atas dipilih dengan alasan:

Perusahaan jasa pengiriman barang menjalankan tugas mengirimkan
barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat yang dituju dengan aman dan
selamat. Usaha jasa pengiriman tidak jarang mengalami kegagalan sehingga
diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang
mengirimkannya.

Dalam upaya untuk menghindari tuntutan ganti rugi atas rusaknya barang
yang dikirim, tidak jarang perusahaan pengiriman membatasi tanggung jawab atau
mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada pihak lain, usaha membatasi dan
mengalihkan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut biasanya
dituangkan didalam dokumen pengiriman barang tersebut berbentuk klausula
baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tersebut dengan tidak
memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menggunakan hak tawarnya.

Pengalihan tanggung jawab tersebut tentunya mengakibatkan pengirim

tanpa
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kepentingan yang layak harus menanggung kerugian atas rusak atau musnahnya
barang yang dikirim. Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul skripsi
“Keabsahan Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pengiriman Barang (Kajian

Kasus Di PT Buana Raya)”.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis kekuatan hukum klausula baku dalam dokumen/ perjanjian
pengiriman barang pada PT Buana Raya dan penyelesaian sengketa dalam hal

konsumen menderita kerugian akibat kesalahan PT Buana Raya.

5. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini didekati dengan menggunakan statute approach
dan conseptual approach. Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang
berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara
conseptual approach yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat

para sarjana sebagai landasan pendukung pokok bahasan.

b. Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data

sekunder yang terdiri dari:
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- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini
peraturan perundang-undangan dalam hal ini B.W. dan UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan
bahan hukum formil dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya

yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulan dengan cara membaca, mempelajari
keseluruhan bahan hukum yang terkait dengan materi yang dibahas, kemudian
dipilah-pilah dengan menganbil bahan hukum yang ada relevansinya dengan
materi yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum diolah secara deduktif, yaitu
menyimpulkan bahan hukum yang bersifat umum menjadi khusus untuk

menjawab permasalahan.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berupa bahan pustaka tersebut diinventarisasi dengan
menggunakan metode deduktif, dalam afti, menginventarisasi, kemudian
mengklasifikasi bahan-bahan bacaan tersebut, akhirnya di-susun secara sistematis
dengan mengkaitkan pengertian dari peraturan-peraturan yang ada hubungan
dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran

sistematis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika
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Bab I, Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan
pembahasan, sehingga diletakkan pada awal pembahasan. Sub bab pendahuluan
terdiri dari Latar Belakang Masalah, berisikan latar belakang dipilihnya masalah.
Alasan Pemilihan Judul berisikan hal yang menjadi alasan sehingga skripsi ini
diberi judul. Tujuan Penulisan berisikan apa yang hendak dituju dalam penulisan
skripsi ini. Manfaat penelitian berisian mengenai maksud dibahasnya skripsi
dengan permasalahannya. Metode Penulisan berisikan metode atau cara
penyusunan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Pertanggungjawaban Sistematika
berisikan kerangka skripsi.

Bab 1I, Kekuatan hukum klausula baku dalam dokumen/perjanjian
pengiriman barang pada PT Buana Raya. Pada bab ini disajikan untuk menjawab
permasalahan pertama dalam skripsi ini yaitu bagaimana kekuatan hukum
klausula baku dalam dokumen/ perjanjian pengiriman barang pada PT Buana
Raya. Sub babnya terdiri atas hubungan hukum antara perusahaan jasa pengiriman
barang dengan konsumen sebagai pengirim, klausula baku dan akibatnya serta
akibat hukum klausula baku pada perusahaan jasa pengiriman barang pada PT
Buana Raya.

Bab IIl, Penyelesaian Sengketa Dalam hal Konsumen Menderita Kerugian
Akibat Kesalahan PT Buana Raya. Bab ini disajikan untuk menjawab
permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal konsumen menderita
kerugian akibat kesalahan PT Buana Raya. Sub babnya terdiri dari bentuk
kerugian yang diderita oleh konsumen sebagéi. pengirim barang dan langkah

penyelesaian sengketa konsumen.
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Bab 1V, Penutup. Pada bab ini disajikan pada akhir seluruh pembahasan.

Sub babnya terdiri dari simpulan berisikan jawaban atas masalah dan saran

sebagai pemecahan atas masalah.
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BAB 11
KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM
DOKUMEN/PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG PADA PT

BUANA RAYA

1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dengan
Konsumen Sebagai Pengirim

Hubungan hukum antara pengirim dan yang mengirim barang didasarkan
atas perjanjian pengangkutan. Abdulkadir Muhammad mengemukakan pengertian
pengangkutan sebagai berikut: “Pengangkutan berasal dari kata angkut yang
berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya
mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan”.5

Angkutan dibedakan antara angkutan darat, laut dan udara yang masing-
masing diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam pasal 1
angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1992) disebutkan
angkutan adalah “pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan”. Mengangkut diartikan memindahkan
orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa yang diangkut adalah orang dan atau

5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (selanjutnya
disingkat Abdulkadir Muhammad 2), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 19.

11
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barang sedangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut dari satu tempat ke
tempat lain adalah kendaraan.
Dalam kaitannya dengan pengangkutan, Abdulkadir Muhammad
mengemukakan:
Pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok, yaitu:
a. pengangkutan sebagai usaha;
b. pengangkutan sebagai perjanjian, dan
c. pengangkutan sebagai proses.6
Apabila pengangkutan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan
tiga dimensi pokok pengangkutan sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir
Muhammad di atas, maka terdapat dua hal pokok dalam pengangkutan, yaitu
orang dan atau barang yang diangkut di satu sisi dan penyelenggara angkutan atau
pemilik kendaraan yang digunakan sebagai sarana angkutan di sisi yang lain.
Pengangkutan sebagai usaha mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. berdasarkan perjanjian;
b. kegiatan ekonomi di bidang jasa;
c. berbentuk perusahaan, dan
d. menggunakan alat pengangkut mekanik.”
Pengangkutan sebagai usaha berarti dalam bentuk perusahaan

penyelenggara

“Ibid., h. 12.

"Ibid., h. 12.
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angkutan yang menyelenggarakan pengangkutan orang dan atau barang dengan
menerima uang jasa angkutan. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan
angkutan terkandung adanya suatu perjanjian yang dibuat antara penyelenggara
angkutan dengan penumpang dan atau pengirim barang dengan menerima uang
pembayaran, sehingga ada unsur ekonomis.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri pengangkutan
adalah berdasarkan perjanjian. Namun demikian tidak dijelaskan lebih lanjut
mengenai perjanjian pengangkutan tersebut sebagai hubungan hukum antara
perusahaan penyelenggara angkutan dengan penumpang dan atau pengirim
barang. Purwosutjipto mengartikan pengangkutan sebagai “perjanjian timbal balik
antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri
untuk membayar uang angkutan”.® Hal ini berarti bahwa hubungan hukum dalam
pengangkutan antara perusahaan penyelenggara angkutan dengan penumpang
dan/atau pengirim barang didasarkan atas perjanjian timbal balik, sehingga yang
digunakan adalah ketentuan tentang perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur
dalam buku III Burgerlijke Wetboek (scllanjutnya disingkat B.W.) tentang
Perikatan. Buku 1l menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya
memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian

pengangkutan asalkan perjanjian tersebut dibuat tidak bertentangan dengan

®  Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum

Pengangkutan), Djambatan, Jakarta, 1991, h. 2.
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undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad: “Setiap orang boleh mengadakan
perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.
Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal,
yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum™.’

Perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah "suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".
Subekti mengartikan perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji
kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksana-
kan sesuatu hal".'"” Meskipun demikian ketentuan yang termuat dalam pasal 1313
B.W., bukanlah termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik, melainkan
perjanjian yang bersifat sepihak. Hal ini nampak dari ketentuan bahwa yang
terikat dalam perjanjian tersebut “dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

Perjanjian yang dibuat tersebut agar mempunyai kekuatan mengikat
terhadap kedua belah pihak, harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1320 BW sebagai berif(ut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

° Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (selanjutnya disingkat Abdulkadir
Muhammad 3), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 84,

0 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 1
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3. suatu hal tertentu;
4. suatu kausa yang diperkenankan
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah: “Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang
membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling
menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan
tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.'’ Jadi dikatakan terdapat suatu kata
sepakat antara para pihak apabila yang membuat perjanjian tersebut terdapat suatu
kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa ada unsur paksaan,
penipuan maupun kekhilafan. Mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian,
pasal 1321 BW menentukan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu
diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya yang membuat
perikatan itu harus para pihak yang cakap bertindak dalam hukum, sebagaimana
pasal 1329 BW. Sedangkan yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat
perjanjian yaitu belum dewasa dan ditaruh di bawah pengampuan sesuai dengan
ketentuan pasal 1330 ayat (1) dan (2) BW. Mengenai dewasa dalam arti cakap
bertindak dalam hukum menurut pasal 47 U;ldang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:
(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

' Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (selanjutnya disingkat
Riduan Syahrani 1), Alumni, Bandung, 2006, h. 205-206.

SKRIPSI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU ... ANDIANSYAH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

16

(2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam
dan di luar pengadilan.
Hal ini berarti bahwa jika anak tersebut telah mencapai usia lebih dari 18 tahun
atau telah pernah menikah dalam melakukan perbuatan hukum tidak harus
diwakili oleh orang tuanya.

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, maksudnya orang tersebut
sakit jiwa atau gila termasuk tidak cakap bertindak dalam hukum. Apabila ber-
tindak dalam hukum harus diwakili oleh pengampunya.

Suatu kausa yang diperkenankan, maksudnya perjanjian yang dibuat harus
ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Suatu causa yang
diperkenankan maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-
undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk
membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: “Dua syarat yang
pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya
atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, -sedangkan dua syarat yang terakhir
dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau
obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”." Apabila perjanjian yang
dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat

dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai

'? Subekti, Op. Cit., h. 17.
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berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai
syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat
dimintakan pembatalan"."> Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka
"perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis
dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara
orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu"."

Perjanjian apabila dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seba-
gaimana pasal 1320 BW, maka perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat
sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 1338
alinea 1 BW yang menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun dalam
hal perjanjian pengangkutan meskipun boleh dibuat secara lisan, perlu didukung
oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan itu sudah
terjadi dalam arti mengikat kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa “pengangkutan sebagai
perjanjian, pada umumnya berisifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung
oleh dokumen angkutan”."

Perjanjian pengangkutan, terdapat pihak-pihak, yaitu pihak pengangkut
dengan pihak yang diangkut baik orang dan/atau barang. Sedangkan perusahaan

yang menjalankan angkutan, baik perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum. Pengangkutan yang dijadikan obyek adalah barang yang

3 Ibid., h. 22.
4 Ibid.

'S Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit., h. 12.
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diangkut, alat angkut dan biaya pengangkutan. Sebagai suatu perjanjian, maka
menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik antara perusahaan yang
menyelenggarakan angkutan dengan yang diangkut yaitu orang dan/atau barang.

Perjanjian pengangkutan disyaratkan ada dua pihak sebagai subjek hukum
pengangkutan, yaitu penumpang dan atau pemilik barang yang diangkut dan pihak
penyelenggara angkutan. Jadi harus ada penumpang atau pemilik barang yang
diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan dan harus ada kendaraan yang
mengangkutnya. Perusahaan penyelenggara angkutan harus jelas status usahanya
baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam perjanjian
pengangkutan harus ada alat angkut, harus ada orang atau barang yang diangkut
sebagai objek angkutan. Harus ada rangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke
dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah
ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan dan hubungan
hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dan
mereka
yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Dalam kaitannya dengan pengangkutan, dibedakan antara pengangkutan
carter dan pengangkutan reguler. Pengangkﬁtan carter maksudnya peng-angkut
hanya menyediakan alat pengangkutannya kepada pihak tertentu yang
memerlukannya untuk menyelenggarakan pengangkutan menurut perjalanan atau
menurut waktu. Sedangkan pengangkutan reguler, pengangkut bebas

menyediakan alat pengangkutannya kepada siapa saja yang berkepentingan untuk
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menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
menurut trayek yang telah ditetapkan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-
pihak mengikat pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-
hal pokok yang dijanjikan. Dengan tercapainya kata sepakat maka untuk tahap
berikutnya yaitu pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian merupakan hakikat dari perjanjian itu sendiri,
maksudnya bahwa setiap perjanjian dibuat tentunya mempunyai maksud tertentu
untuk dilaksanakannya. Mengenai pelaksanaan perjanjian ini, Riduan Syahrani
mengemukakan: “Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana
mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat.
Oleh karena itu melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu
atau tidak
berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain”."®

Pelaksanaan perjanjian, timbul pada saat perjanjian tersebut mengikat
kedua belah pihak, yaitu sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal
yang pokok antara kedua belah pihak yang disebut dengan konsensus. Saat
terjadinya perjanjian atau konsensus, Subekﬁ mengemukakan sebagai berikut:
“Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian

1 Riduan Syahrani 1, Op. Cit., h. 244.
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itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah
diperlukan sesuatu formalitas™."”

Dengan tercapainya kata sepakat, maka menimbulkan suatu kewajiban
secara timbal balik yang disebut juga dengan prestasi. Prestasi diartikan oleh
Abdulkadir Muhammad sebagai "kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur
dalam setiap perikatan".'® Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban
yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai
pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian
menurut pasal 1234 BW adalah "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Subekti mengemukakan:

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu

dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;

2. Perjanjian untuk membuat sesuatu;

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu."’
Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu perjanjian adalah untuk
memberikan atau menyerahkan sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu,
misalnya dilarang untuk membuat atau berbuat yang dapat merugikan pihak lain.
Dalam perjanjian pengangkutan, prestasinya berupa berbuat sesuatu yaitu

mengangkut barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat yang dituju sesuai

dengan perjanjian pengangkutan.

' Subekti, Op. Cit, h. 15.
'® Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit, h. 17.

'? Subekti, Op. Cit., h. 36.
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Kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau

* 2. klausula baku dan Akibatnya
|

perjanjian tertulis atau surat.”’ Kontrak sebenarnya sama dengan perjanjian, hanya

saja dengan memakai istilah kontrak ada konotasinya sebagai berikut:*'

hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang
perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering
menanyakan “mana kontraknya” diartikan bahwa yang ditanyakan
adalah kontrak tertulis;

hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang
perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;

hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang
mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau
perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;

hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang
mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh
kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan istilah kontrak
untuk “kontrak hibah”, “kontrak warisan” dan lain sebagainya.”

Kontrak atau perjanjian baku diartikan oleh Abdulkadir Muhammad

sebagai berikut:

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris
disebut standard contract, standard agreemnt. Kata baku atau standar
artinya tolok ukur yang dipakai sebagia patokan. Dalam hubungan ini,
perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai
sebagia patokan atau pedoman bagi setiap konsume yang mengadakan
hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku
ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.”

% Ray Widjaja, Merancang Suatu Kontrak, Megapoin, Jakarta, 2003, h. 3.

2" Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Pandangan Hukum Bisnis, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1999 h. 2-3.
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2 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 6.
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Sebagai suatu kontrak yang bersifat timbal balik, klausula baku disyaratkan harus
dibuat secara tertulis, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdulkadir
Muhammad sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah perjanjian
keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
Kata-kata kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat
baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.
Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat
baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi.
Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit
dibaca dalam waktu singkat.”*
Hukum kontrak untuk kepentingan bisnis, dibuat secara tertulis, digunakan antar
pengusaha dan yang sifat prestasinya timbal balik. Sebagai suatu kontrak, maka
dilihat dari prestasinya berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu (disebut
dengan perikatan positif), untuk tidak berbuat sesuatu (disebut juga dengan
perikatan negatif), perikatan mana suka, perikatan fakultatif, perikatan generik
dan spesifik, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, perikatan
yang sepintas lalu dan terus menerus. Apabila dilihat dari subyeknya, dibedakan
antara perikatan tanggung menanggung, perikatan pokok dan perikatan tambahan.
Apabila dilihat dari cara kerjanya dibedakan antara perikatan dengan ketepatan
waktu dan perikatan bersyarat, selain itu perikatan dengan ancaman hukuman.”
Jika kontrak didasarkan perjanjian yang berarti termasuk perikatan yang

dila-hirkan karena perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang

bersifat timbal balik, bukan perjanjian yang bersifat sepihak sebagaimana

21bid., 6.

25 Mariam Darus Badrulzaman et.all, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra
Aditya Bakti, bandung, 2001, h. 10-11.
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dimaksud oleh pasal 1313 B.W., meskipun di dalam kontrak tersebut harus dibuat
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320
| B.W., yang termasuk syarat-syarat umum, selain yang ditunjuk di atas, terdapat

syarat umum lainnya di luar ketentuan pasal 1320 B.W., yaitu:26

1) syarat itikad baik;

2) syarat sesuai dengan kebiasaan;

3) syarat sesuai dengan kepatutan, dan;

4) syarat sesuai dengan kepentingan umum.
Sedangkan syarat khusus sahnya kontrak, meliputi:

1) syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;

2) syarat akta dokumenris untuk kontrak-kontrak tertentu;

3) syarat akta pejabat tertentu (yang bukan dokumenris) untuk kontrak-

kontrak tertentu;

4) syarat izin dari yang berwenang.

Selain harus memperhatikan syarat-syarat sahnya  klausula baku
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 B.W., juga harus memperhatikan
larangan-larangan yang mempengaruhi kekuatan mengikatnya klausula baku.
Dalam B.W., tidak diatur mengenai lafangan-larangan dalam pembuatan
perjanjian baku, B.W., tidak mengaturnya, melainkan diatur dalam UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK).

Dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan:

26 Munir Fuady, Op. cit., h. 33-34.
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.

b.

dibuat

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaita dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;

mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
jasa;

menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;

menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kontrak yang

secara baku tersebut dibuat untuk membatasi tanggung jawab atau exonerasi,

berisikan suatu kesepakatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak. Apabila

kontrak tersebut ternyata disepakati oleh pihak lain, berarti kedua belah pihak

terikat oleh isi klausula kontrak tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak

terikat oleh kontrak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

3. Akibat Hukum Klausula Pengiriman Barang pada PT Buana Raya.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa klausula baku didasarkan atas asas

dalam buku III B.W., sehingga jika kedua belah pihak mencapai kata sepakat,
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maka kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan
kepadanya, maka ditandantanganilah perjanjian itu. Penandatanganan
tersebut menunjukka bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung
jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju
dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan itu, ia tidak boleh menawar
syarat yang sudah dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti
menolak perjanjian. Pilihan menerima ata menolak ini dalam bahasa Inggris
diungkapkan dengan “take it or leave ir?

Di dalam klausula baku tersebut biasanya tercantum juga penyelesaiannya
jika
terjadi suatu sengketa, yang biasanya sengketa diselesaikan secara non litigasi
atau di luar sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenal

penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak

yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa

melalui Pengadilan Negeri. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka

pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui

pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.”*

Pada perjanjian pengiriman barang melalui Cargo Servive Perseroan
Terbatas Buana Raya Ekspres, di dalam dokumen bukti pengiriman tercantum
klausula sebagai berikut:

- Semua kiriman yang mudah pecah, rusak tidak menjadi tanggungan

kami;

27 Abdulkadir Muhammad 1, Op. cit., h. 8.

2Ibid. h. 8..

SKRIPSI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU ... ANDIANSYAH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

26

- Semua kriman bila hilang kami hanya dapat mengganti paling tinggi 10
x dari ongkos kirim;

- Semua kriman diakibatkan oleh force majeur bukan tanggungan kami.
Klusula tersebut dibuat secara baku oleh pihak perusahaan, sehingga pihak
pengirim tidak ada hak tawar lain selain harus menyepakatinya dan kesepakatan
tersebut tidak diberikan secara bebas.

Di dalam klasula baku tercantum kalimat “Semua kiriman yang mudah
pecah, rusak tidak menjadi tanggungan kami”. Klausula yang demikian ini
tentunya merugikan pengirim jika ternyata pecahnya barang yang dikirim tersebut
pecah atau rusak akibat kelalaian perusahaan pengangkutan dalam meletakkan
barang atau barang diletakkan pada tempat yang memudahkan barang pecah.

Klausula semua kriman bila hilang kami hanya dapat mengganti paling
tinggi 10 x dari ongkos kirim, yang berarti bahwa Cargo Servive Perseroan
Terbatas Buana Raya Ekspres membatasi tanggung jawab dan mengalihkan
tagung jawab tersebut pada pihak pengirim. Tindakan yang demikian adalah tidak
sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999.

Klausula semua kiriman diakibatkan oleh force majeur bukan tanggungan
kami, itupun harus dapat membuktikan bahwé telah terjadi force majeur sesuai
dengan ketentuan pasal 1245 B.W., yang menentukan bahwa “tidaklah biaya, rugi
dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran
suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan.memberikan atau berbuat
sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan

perbuatan terlarang”. Mengenai force majeur ini, pihak pengirim harus dapat
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membuktikan bahwa rusaknya barang yang dikirim memang disebabkan karena
force mejeur.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa klausula baku
Pengiriman Barang pada PT Buana Raya terdapat ketentuan yang oleh undang-
undang dilarang terutama yang berhubungan dengan pengalihan tanggung jawab.
klausula baku tersebut apabila dibuat bertentangan dengan undang-undang dalam
hal ini pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, maka klausula baku menjadi dapat
dimintakan pembatalan, dan dalam perjanjian pengiriman tersebut klausula yang
tercantum dalam dokumen pengiriman barang dapat dimintakan pembatalan. Hal
ini secara tegas diatur dalam pasal 1266 B.W., yang menentukan:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan
yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat bata tidak
dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Namun dalam kaitannya dengan klausula tidak bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita pengirim akibat force majeur, selama pihak yang
mengirimkan dapat membuktikan bahwa rusak atau musnahnya barang terjadi

karena di luar kemampuan seseorang, maka dapat membebaskan diri dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim.
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PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN

KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PT BUANA RAYA

1. Bentuk Kerugian Konsumen Sebagai Pengirim Barang

PT Buana Raya selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa
pengiriman dan sekaligus pengangkutan barang yang berkewajiban mengirimkan
| barang milik pengguna jasa pengiriman atau disebut konsumen, terjadi suatu
‘ hubungan hukum yang mengikat antara PT Buana Raya selaku penyelenggara
pengiriman atau pengangkutan barang dengan pengguna jasa atau konsumen.
Hubungan hukum antara PT Buana Raya dengan pengguna jasa pengiriman atau
konsumen termasuk dalam hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian
timbal balik, yang dibuktikan dengan adanya dokumen pengiriman.

Sebagai suatu perjanjian, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 B.W., yaitu:

Sepakat mereka yang mengikatkan diri, maksudnya “para pihak yang
membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling
menyetujui kehendak masing-masing, yang diiahirkan oleh para pihak dengan
tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.”” Hal yang disepakati dalam perjanjian
pengiriman barang adalah pengiriman yang dituju dan ongkos atau biaya

pengiriman, yang berarti jika barang tersebut telah dikirim, maka kedua belah

? Riduan Syahrani 1, Op. cit., h. 205-206.
28
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pihak telah sepakat, sehingga syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
telah terpenuhi.

Syarat cakap bertindak dalam hukum, maksudnya bahwa kedua belah
pihak telah mampu berindak dalam hukum karena merupakan subyek hukum dan
telah dewasa. PT Buana Raya merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan
hukum, sehingga merupakan subyek hukum, karenanya cakap bertindak dalam
hukum, demikian halnya dengan pengirim barang tentunya cakap bertindak dalam
hukum, sehingga syarat cakap dalam membuat suatu perjanjian telah terpenuhi.

Syarat suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan
dalam hal ini adalah barang yang akan dikirim atau diangkut. Jadi syarat suatu hal
tertentu telah terpenuhi.

Syarat suatu sebab yang diperkenankan. Perjanjian pengiriman dan
pengangkutan barang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum
maupun kesusilaan, sehingga syarat inipun telah terpenuhi.

Perjanjian pengiriman dan pengangkutan barang yang dibuat telah
memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 B.W., maka perjanjian tersebut
mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai
dengan pasal 1338 B.W. Dengan terikatﬁya kedua belah pihak tersebut,
menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut dengan prestasi.
Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,
maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian.

Schubungan dengan usaha jasa pengiriman barang, ongkos kirim didasarkan

pada berat barang yang dikirim, tidak didasarkan jenis dan nilai barang. Misalnya
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jika yang dikirim berupa barang-barang elektronik (kamera) harganya mahal, jika
dikirim tentu ongkos kirimnya murah karena bobotnya ringan. Apabila barang
tersebut hilang atau musnah perusahaan pengiriman barang bertanggungjawab
untuk memberikan ganti rugi.
Perihal ganti kerugian tersebut pihak PT Buana Raya memberikan suatu
batasan sebagaimana tertuang dalam dokumen pengiriman sebagai berikut:
- Semua kiriman yang mudah pecah, rusak tidak menjadi tanggungan kami
(PT Buana Raya);
- Semua kriman bila hilang kami (PT Buana Raya) hanya dapat mengganti
paling tinggi 10 x dari ongkos kirim;
- Semua kriman diakibatkan oleh force majeur bukan tanggungan kami (PT
Buana Raya).
dokumen pengiriman tersebut diserahkan kepada pihak pengirim barang
sehingga secara tidak langsung menyetujui klausula dalam dokumen tersebut. Hal
ini jika terjadi suatu kerugian dalam arti barang yang dikirim tersebut rusak atau
musnah, maka pihak pengirim hanya akan menerima ganti kerugian sebesar 10
kali ongkos pengiriman. Hal ini tentunya merugikan pihak pengirim, karena jika
ongkos pengiriman didasarkan atas berat barang, padahal meskipun bobotnya
ringan namun harga barang tersebut mahal.
Kerugian di dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya ingkar janji
maupun perbuatan melanggar hukum. Gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi

atau ingkar janji menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut:
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“Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam
perikatan™.*’

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.”’

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu dikatakan wanprestasi adalah
berakibat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Yahya Harahap sebagai berikut: “Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan
kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul.
Namun untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara
wanprestasi dengan kerugian.”

Dengan demikian seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada
pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk
ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan
ketentuan pasal 1246 B.W., yang menentukan: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh
si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas
rugi yang telah dideritanya dan untuﬁg yang sedianya harus dapat

dinikmatinya,...”.

% Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit., h. 20.
3! Subekti, op. Cit., h. 45.

*? Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1989, h. 65.
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Namun dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi tersebut, peraturan
perundang-undangan memberikan suatu pilihan kepada pihak yang dirugikan
sebagaimana tercantum dalam pasal 1267 B.W. yang menentukan: “Pihak
terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu
masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi
perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian
biaya, rugi dan bunga”. Jadi pihak yang dirugikan atas dasar wanprestasi dapat
memilih antara memaksa agar debitur berprestasi jika masih memungkinkan, atau
membatalkan perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan ganti
kerugian.

Mengenai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) dibedakan
antara perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit yaitu melanggar peraturan
perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919
diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan syahrani
sebagai berikut: “Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang
sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika memberikan
putusan pada tingkat kasasi terhadap perkarz; Lindenboum vs Cohen, tanggal 31
Januari 1919 yang dikenal dengan nama arrest drukker”.>® Perbuatan melanggar
hukum secara luas diartikan sebagai berikut: “Berbuat atau tidak berbuat
melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang

berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-

33 Riduan Syahrani 1, Op. cit., h. 263.
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hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-
barang orang lain”.** Menurut  Soetojo Prawirohamidjojo adalah: “Suatu
perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar
kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan
atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas
masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”.35 Setiawan menggolongkan
pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:
1) melanggar hak orang lain, atau
2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
3) bertentangan dengan kesusilaan, atau
4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.”®
Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif
orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:
1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
2) hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak
mutlak lainnya.”’

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang

tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula

* Abdulkadir Muhammad 3, Op. cit., h. 243.

** Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad,
Djumali, Surabaya, 1979, h. 7.

3 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h.
82.

7 Ibid.
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pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang
dimiliki oleh seseorang.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar
kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis.

Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-
norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah
melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat
terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;

2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap
orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus
diperhatikan.*®
Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar

hukum, ditentukan dalam pasal 1365 B.W., yang menentukan: “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian- kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian
tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 B.W. di atas, di dalamnya
terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatigedaad);

38 Ibid., h. 83.
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2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugiam.39

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum
perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan
pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku.
Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai
berikut: “ ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan
kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.*’

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “dapat berupa
kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.*' Kerugian dalam
bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan
kerugian immateriil, jum-lahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya
tercemar, mengakibatkan ke-
matian.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu
kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh pel;clku. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut:

“Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut

** Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit, h. 142.
**Riduan Syahrani, Op. Cit., h. 279.

“1 Ibid., h. 280.
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pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat
itu”.*? Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak
menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan
disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausa
antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan
ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan
perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 B.W.. Mengenai siapa
yang diwajib-kan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum,
menurut pasal 1865 B.W. menentukan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun
membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut”. Hal ini berarti bahwa dalam
perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membutikan adanya
perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus
membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika
pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya
pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti
kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pihak PT Buana
Raya yang mengirimkan barang namun barang rusak atau barang tidak sampai di

tempat atau sampai di tempat namun tidak tepat waktu, berarti bahwa pihak

“Ibid., h. 281.
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pengirim menderita kerugian. Terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim,
pihak PT Buana Raya hanya memberikan ganti kerugian atas rusak atau
musnahnya barang yang dikrim sebesar 10 kali biaya pengiriman atas dasar
kesepakatan dalam klausula dokumen pengiriman, maka ganti kerugian tersebut
adalah tidak patut dan dapat dikatakan karena suatu kepentingan yang tidak layak
mengakibatkan orang lain dalam hal ini pengirim menderita kerugian. Perihal
kesepakatan yang dicantumkan dalam klausula dokumen pengiriman tersebut jika
dikaitkan dengan ketentuan pasal 1339 B.W., bahwa mengikatnya perjanjian tidak
hanya yang tercantum dalam perjanjian melainkan juga harus memperhatikan

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

2. Langkah penyelesaian sengketa konsumen
Burgerlijk Wetboek (B.W) tidak memberikan definisi mengenai tanggung
gugat. Moegni Djojodirdjo memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat
adalah sebagai berikut:
Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya aan-
sprakelijkheid adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena ada-nya
tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si
pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena
pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertang-
gungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan
pengadilan oleh penderita terhadap si pcalaku.43
Apabila memperhatikan pengertian tanggung gugat yang disampaikan oleh
Moegni Djojodirdjo di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu

keadaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dan disengketakan. Mengenai

“Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
1982, h. 113.
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pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang
karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sehubungan dengan tanggung gugat ini, menurut Moegni Djojodiredjo
termasuk untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum
oleh orang lain,** yang berarti bahwa tidak selalu pelaku perbuatan yang dapat
dimintakan pertanggungan gugat, melainkan dapat juga orang lain, meskipun
orang tersebut bu-
kan sebagai pihak yang benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menyinggung masalah tanggung gugat, tidak lepas dari pengertian
sebagaimana tercantum dalam pasal 1367 ayat (1) dan (3) B.W., yang
menentukan:

Seorang tidak saja bertanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau
barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung gugat tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di
dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya.
Dari ketentuan pasal 1367 B.W., sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa
sese-orang tidak hanya bertanggunggugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh
dirinya sendiri (tanggung gugat didasarkan atas kesalahan), melainkan juga
termasuk keru-gian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah

tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya

(tanggung gugat atas kerugian).

“Ibid.
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Pegawai-pegawai (dalam hal ini para pekerja PT Buana Raya) yang
apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain (pengguna jasa
pengiriman/pengangkutan barang) menderita kerugian, maka pegawai tersebut
yang Bertanggung jawab, karena telah melakukan kesalahan. Namun kaitannya
dengan tanggung gugat mengenai ganti kerugian dibebankan kepada pihak yang
bertanggung gugat atas pekerja yang bersangkutan.

Mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 B.W.
di atas, Soetojo Prawirohamidjojo membaginya menjadi dua bagian yaitu
didasarkan pasal 1367 ayat (1) B.W. dan pasal 1367 ayat 2 sampai dengan ayat
(5) B.W.* Tanggung gugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1367 ayat (1)
B.W., tidak menentukan tanggung jawab tersendiri, melainkan termasuk
tanggung jawab untuk orang-orang lain yang berada di bawah tanggungannya dan
untuk benda-benda yang ada di bawah pengawasannya jika terjadi kesalahan. Jadi
harus ada suatu kesalahan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo
Prawirohamidjojo, bahwa “dengan tanggung gugat atas benda, pada dia, yang
ditetapkan bertanggung gugat atas benda, harus ada kesalahan (asas dari tanggung
gugat kesalahan)”.** Maksud dari pendapat Soetojo Prawirohamidjojo
sebagaimana di atas adalah jika orang yaﬁg seharusnya bertanggung gugat
terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang
menjadi pengawasannya tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain

menderita kerugian, maka orang yang bertanggung gugat untuk mem-berikan

“*Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. cit., h. 54-56.

“Ibid., h. 55.
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pengawasan termasuk barang-barang yang berada di bawah pengawasnnya
karena kelalaiannya harus bertanggung gugat atas kerugian yang timbul.

Sedangkan ketentuan pasal 1367 ayat (2) sampai dengan ayat (5) B.W.
menyebutkan 3 (tiga) golongan penggugat di antaranya:

a) para orang tua dan para wali murid, untuk anak-anak yang min-derjarig,
yang bertempat tinggal serumah dengan mereka dan terhadap siapa
mereka menjalankan kekuasaan orang tua;

b) majikan bertanggunggugat untuk perbuatan-perbuatan melanggar hukum
dari para bawahannya;

¢) para guru sekolah dan pemimpin kelompok kerja bertanggung gugat untuk
para murid mereka."’

Berdasarkan uraian di atas yang berhubungan dengan masalah tanggung

gugat dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat menurut Ketentuan pasal 1367
B.W., yang oleh Soetojo Prawirohamidjojo dibedakan menjadi dua bagian, yaitu
bagian pertama tanggung gugat atas dasar kesalahan yaitu kelalaiannya terhadap
orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang
berada di bawah pengawasannya sebagaimana pasal 1367 ayat (1) B.W., dan
tanggung gugat para orang tua atau wali, majikan terhadap bawahannya dan para
guru sekolah untuk murid-muridnya sebagaimana pasal 1367 ayat (2) sampai
dengan ayat (5) B.W.

Kaitannya dengan pelaku usaha yang menjalankan usaha pengiriman dan
pengangkutan barang sampai ke tangan yang dituju melibatkan berbagai pihak,

misalnya bagian pengepakan, pengangkutan dan lain sebagainya merupakan

pihak-pihak yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha, schingga menjadi

*7 Ibid., h. 56.
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tanggungan dari pelaku usaha. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam
pengiriman dan pengangkutan hanya merupakan pihak-pihak yang melakukan
usaha di bidang jasa, sehingga yang berhubungan dengan mutu dan layanan jasa
pengiriman dan pengakutan ada di tangan pelaku usaha.

Hal di atas berarti bahwa jika pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa
pengiriman dan pengangkutan barang, jika ternyata barang yang dikirim tersebut
tidak sampai di tempat tujuan atau sampai di tempat tujuan namun ada kerusakan,
dan kenyataannya pengirim hanya memberikan ganti kerugian sebesar yang
tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu sebesar 10 kali dari biaya
pengiriman, maka tentunya pemilik barang yang dikirim menderita kerugian

Perihal tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana di atas disertai dengan
pemenuhan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat
(2) UUPK, yang menentukan:

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas ke-rusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. '

Apabila pelaku usaha mengelak dari tanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh konsumen, maka yang terjadi adalah sengketa konsumen. Sengketa
konsumen, yang berarti bahwa terjadi suatu permasalahan antara konsumen

dengan pelaku usaha yang timbul karena suatu produk barang dan/atau jasa yang

ditawarkan kepada konsumen, ternyata konsumen menderita kerugian.
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Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian
yang berkaitannya dengan sengketa konsumen, yang pertama perlu diketengahkan
yaitu siapa yang berhak untuk mengajukan permasalahan sebagai konsumen, dan
instansi mana yang berhak atau berwenang untuk menyelesaikan sengketa
konsumen.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsmen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibat-kan kerugian
materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2)gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢ dan d diajukan kepada
peradilan umum.

Dengan demikian yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah konsumen yang
dirugikan atau ahli warisnya, kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
sama, lembaga perlindungan konsumen‘ maupun pemerintah apabila
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Tata cara untuk tuntutan ganti rugi di atas dalam HIR (Her Herziene
Indonesich Reglemen) digunakan sebagai dasar dalam hukum perdata yang lebih
dikenal dengan hukum acara perdata, yaitu “rangkaian peraturan perundang-

undangan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di
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muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama
lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hu-kum perdata”,*® tata cara untuk
mengatur gugatan ganti rugi.

Menurut Riduan Syahrani, yang mengemukakan sebagai berikut: Perkara
perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan
melalui pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat
mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian
sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang
dirasa merugikan.*

Apabila memperhatikan definisi dari hukum acara perdata di atas dapat
dijelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur
tatacara bertindak dalam pengadilan berkaitan dengan bagaimana peraturan
hukum perdata berkaitan dengan hal yang menyangkut ganti kerugian dapat
berjalan. Dengan demikian dalam gugat perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak
yang dirugikan dan pihak yang karena perbuatannya merugikan orang lain.
Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang
mengemukakan:

Dalam suatu gugatan ada dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya
atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar
haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu

yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan
adanya suatu putusan hakim.*

“Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdata Di Indonesia, Sumur Bandung,
1991, h. 13.

** Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum,
(selanjutnya disebut Riduan Syahrani 2), Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 21.
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Ganti rugi, menurut Subekti di dalamnya terdiri dari penggantian biaya,
rugi dan bunga. Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perong-kosan yang
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian
karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitor yang diakibatkan oleh
kelalaian debitor. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”’ Dengan
demikian gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu
pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak
dapat menyelesaian masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan
kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditem-puh melalui jalur hukum dengan
mengajukan gugat perdata pada Pengadilan Negeri.

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut
yurisprudensi “kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum,
ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wan-prestasi
dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi”.”? Kerugian
yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai
dengan ketentuan pasal

1246 B.W., sebagaimana yang telah dikutip di atas.

%% Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 7.

*! Subekti, Op. cit., h. 47.

52 Abdulkadir Muhammad, Op. cit., h. 146.

SKRIPSI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU ... ANDIANSYAH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

45

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua
lembaga yaitu lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan pengadilan negeri.
Hal
ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usa-ha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum;

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang
bersengketa.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yang di-
maksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) UUPK, yang menentukan: “Pemerintah membentuk badan
penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat Il untuk menyelesaikan
sengketa konsumen”. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Kon-sumen (selanjutnya disingkat BPSK), maupun
melalui lembaga peradilan didasarkan
atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

BPSK yang dbentuk di Daerah Tingkat I, mempunyai tugas dan
wewenang
sebagaimana Pasal 52 UUPK di antaranya:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan
cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelang-aran ketentuan
dalam undang-undang ini;

e. menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsmen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlin-dungan konsumen;

e
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f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h,
yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau melihat surat, dokumen, atau alat bukti
lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;

I. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena penyelesaian yang dilakukan melalui BPSK didasarkan atas
pilihan secara sukarela pihak-pihak yang bersengketa, maka hasil
keputusannyapun juga didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di
luar pengadilan (melalui BPSK) bertujuan:

a. mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau
b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian
yang diderita oleh konsumen.”’

Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penyelesaian sengketa konsumen
melalui BPSK, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mengajukan gugatan

pelaku usaha dalam hal ini PT Buana Raya pada Pengadilan Negeri atas dasar

*Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 56.
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telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggantian biaya, rugi dan

bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 B.W.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Nota pengiriman barang PT Buana Raya mempunyai kekuatan hukum untuk
dilaksanakannya sebagai bukti adanya perjanjian. Adapun mengenai klausula
baku dalam dokumen/ perjanjian pengiriman barang khususnya mengenai
penggantian kerugian sebesar 10 (sepuluh) kali dari ongkos pengiriman barang
merupakan klausula baku. PT Buana Raya mengalihkan tanggung jawab
terutama untuk barang-barang yang mempunyai nilai tinggi. Pengaihan
tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah dilarang sesuai dengan
yang dimaksud oleh pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Klausula perjanjian yang
dibuat bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UUPK, berarti batal
demi hukum.

b. Pemilik barang yang dirugikan oleh PT Buana Raya, karena barang hilang
atau musnah dapat menuntut ganti rugi secara non litigasi (melalui BPSK) dan
jika penyelesaian demikian tidak membawa hasil, langkah berikutnya yaitu
menyelesaikan masalahnya secara litigasi dengan cara menggugat PT Buana
Raya berupa ganti kerugian atas dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar

hukum.

48
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2. Saran

a. Hendaknya PT Buana Raya tidak mencantumkan klausula baku yang
merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dan
dalam menetapkan ongkos kirim tidak hanya didasarkan pada berat barang
yang dikirim, melainkan juga jenis dan nilai barang, yang akan digunakan
sebagai dasar pemberian ganti rugi.

b. Hendaknya PT Buana Raya memperhatikan dan menangani setiap komplain
yang diajukan oleh konsumen yang dirugikan dan menyelesaikannya secara
dan tidak merugikan konsumen demi menjaga kelangsungan usahanya dan

menjaga kepercayaan konsumen.
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PT. BUANA RAYA EXPRESS

JI. Undaan Kulon 119, @ (031) 5351828 - Surabaya

Surat Tanda Bukti Titipan

bU Lilik Az man s%h

Untuk

<]

Keter.. qan [,DU .

Biaya CHP.

Penerima

PERHATIAN
1 ISI TIDAK DIPERIKSA

2 Pengiriman paket berisikan perhiasan. Uang Cheque dan barang-
barang berharga lainnya tidak ditanggung tanpa sepengetahuan kami.

3 Kehilangan barang-barang titipan diganti 5 kali dari biaya (kecual
surat) pengangkutan.

4 Isi titipan tanggung jawab si penitip sepenuhnya.

5 Jika dalam waktu 2 (dua) Minggu tidak ada laporan apa-apa kild
anggap kiriman tersebut sudah diterima
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BUKTI TANDA TERIMA KIRIMAN BARANG

CONSIGNMENT NOTE

JI. Raden Saleh Roya No. 2
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Tel (021) 31922309

02 003 419 8908

2

ANISSA

_ (EPADA/CONSIGNEE

0: 0034198908

g JL. DANAU LIPAN NO. ~ . A ., RT 30 oamsmes . MUZTB REG SERVICES |
2 KEL MELAYU / 0541- . 5349 7. mawAR NO. 19 ss
DM. |—EE mes == [ (= W e e RS Sameday Service
= TENGGARONG SUED1 .00
)] | -
Tgp./Fax.. KaL TIM EPRY2.7 _ | Ip. AURABAYA - oo NS,
.@SSI TITIPAN/ mm.z\.; / BIAYA Kiin,. ' FREIGHT Sa" 1 mm ;/%.000 85,000
BO. OF PIECES WEIGHT BIAYA / ADD. CHr.. ~Ce p T _—— TDS
5 1 240 orude 4 9 "o DEESERNSFUEUH-EIRA BT o Dt Smvion
Lw 1 A ——
M ._cg;I\._.o._.>n. m-wn T{-J’.ﬂma ooo ESISME - 13— ‘llllwill = ”mo
> Ins— o = = == — Reguler Service
ISEVENURUT PENGAKUAN / CONTENTS : TERMASUR . SNVAT IN LU = = = ——
W KAMERA/ FECAH RUSAK RESIKD SENDI oﬁﬁ. N pengim,. “=laku pengiim i me ;oxo:%%ﬁeﬁhmd_myooammm“ uoaoBon
PRRINCIAN BERAT / WEIGHT DETAILS benar A KOy mdanis +Cagiee o and condiions. T oGSO I packing
VBLUME : ]
CAIATAN : . (Nama-Tanda tangar/Name Signafure D i
1. Alamat dengan P.C Box tidok dapat diantar di tujuan. i g 9 N L
2. Nama @ao_o:”.o* Jm:mﬂﬁao / pengirim harus difuliskan Jengkap dan PT CV TITIPAN KILAT FUAaD
jelas pada setiap fitipan ) Tal. / Dat
3. Al t penerima di luor kota atau di luar batas daerah “\aﬁ\& e ; { o 9 u
) ﬂ%ﬂ%%. akan a__m_mnmoM“ per mwm oleh T mm q_m_w»z KLAT setempol Satu Tetipan Rilat
itl ang diterim a hari Sa dan atau hari dimana ke- . ~ -
mm%_w%jﬂE iour, o_.._,Maﬁwnw_\ino: B0da :w__ kefja berikutnya. Tuesday, 18 April 20064 (09: ?.u 259)

S.HAJJIHS
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Kantor Pusat Raden Salen Hagg No. 2 JAKARTA 10430. Indonesia
relp 021-319; 30§‘Hunnn%
Fax. 021-3103619 Telex - 61353 TIKI A

Kantor Operasional JI Pamuda Kav 710 - 711, Jakarta 13220

Telp. {‘k } 4704979 lsl-luntn'\g,) Fax. - (021} 4705020
e-mail (@ likinet.co.id Ho! Ea e h .'Mwwnklmune com
Alamat Sural : P.O. BOX 3701 Jakarta 10002
. lzinNo.  465/SIPJT/DIRJEN/1396
NPWP  01.308.521.2-023.000
NPPKP  01.308.521.2-023.000 TGL. 31-03-1995

PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN
PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (¥&r 1)
Yang dimaksud TITIPAN adalah semua bentux bnraﬂo yang dikirin melst

PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIK_
Yans dintahoga r':ﬂGANGKUT adalah PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKH)

--""""'""' ‘T“—'NGANGKUT tunduk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40

w

SKRIPSI

tahun 1995 yang mengatur dan membatasi tanggung jawab PENGANGKUT atas

gant! rug: karena kehliangan. kerusaran dan keterlambatan yang disebabkan

kesalahan PENGANGKUT dan Ketentuan-Ketentuan Ordonansi Fengangkutan

Udara No. 100 Tak g,

Titipan akan mr Lany, NG jJawab PENGANGKUT. bilamiana penginm teal

membayar I .eMua Dia) 1 pengiriman dan memiliki BUKTI TANDA TERIMA

ASLI¢ 1PEN aNGKUT ata TITIPAN yang dikinmnya

Duaran, men sukkan kev.alam TITIPAN barang-barang sebagal Jermut

a Uang nai 1 ipiah ataupun mata uang asing lainnya, surat-surat Ger a (Cen
Bilyet L , Sanw....dsb). * © "'andphone / Perhiasan dan lain-lain yang sejenis

b Surat, W. “atpos, Ka’ s

c. Barang-be 'ng yan .udah mel dak. beracun atau yang dapat merusak
barang laint. *

d. Narkotik, C nja, Morphir  au Jenis Obat Terlarang lainnya.
e . Barang Cetaka. Rek.™a= annya ‘ang lsmya menymggung kesusilaan.

mengganggu ket. “ban u... ...amanan

Isi TITIPAN tidak diperiv. * :isi TITIPAN v ak sesuai dengan keterangan yang

diberikan akan merupak. suafu pFlangg ) yang dapat dituntut melalui jalur

fiukum yang berlaku. Dan 1. "ada, [MTIPA  ang d -urigai PENGANGKUT berhak

mengadakan pemeriksaan , i peiik) se' . dr .gan peraturan yang berfaku di

indonesia.

PENGANGKUT tidak bertanggL ~jawa' .as hal-ha

a. Semua resiko tehnik yvang =rjadi selama data~ DE‘ngangkLlh'\ yanc

menyebabkan barang vang diki 1 tidak bertu ngs rubah fungsinva b

RiSHYE- v aafu vbmw:g-eremomk
seperti halnya : TV, Komputer, Dis. *, A/C a8, Vide ., Mesin cuci dan lain
lain yang sejenis.

Kehilangan kesempatan memperole keuntungan a*~  “~ri kehilangan.

kerusakan dan keterlambatan penyerah, barang.

Bila terjadi kesalahan tehnis yang me ~akibat! kerugian Tmaterial

Keterlambatan ke kota-kota tujuan yang dic hatka oleh keadar memake.:

Kerusakan keterlambatan ataupun kehilange. kare 'a keadar ce majeur

yang tidak terbatas pada huru-hara, bencan. alan. ~- ~emba,akan.

Kebocoran. Kerusakan, dan Matinya jenis Tl AN sep..u @ barar  -air

barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-bual 1, binatang hid auth

tumbuhan, dil.

g. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap  atu je AN o
instansi pemerintah terkait (Bea Cukai, Karantina, Kepc  ‘an, 1 ejaksaa,
sebagai akibat hukum dari keberadaaan jenis TITIPAN ng perss .dn.

Sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan a1~ dale  _adaan

terpaksa. maka PENGANGKUT tanpa pemberitahuan terebih d. 1lu n 2mpunyai

hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, darat untu. "elaksanakan
penginman semua TITIPAN ke tujuan masing-masing.

Bilamana tidak ada keluhan / tuntutan dari penerima pada saat TITIPAN diserahkan

maka TITIPAN dianggap telah diterima dengan baik dan benar.

7. PENGANGKUT tidak melayani dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan

dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu TITIPAN setelah 2
(dua) bulan terhitung tanggal pengiriman.

8. a Bilamana terjadi kehilangan dan kekurangan atas TITIPAN yang
tidak diasuransikan. penggantian maksimum sebesar 10 (sepulun)
kali biaya pengiriman untuk THPAN yang hitang dan kurang-saja

b Untuk TITIFAN yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya
pengiriman wajib diasyransikan, dan penggantian kerugian
diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa TITIPAN,
Premi Asuransi dibayar olgh Pengirim.

9. a _ PENGANGKUT tidak melayani permintaan lembaran POD (Proof Of

.. Delivery) setelah 30Hari dari tanggal pengiriman.

b. PENGANGKUT akan memberikan lembaran POD (Proaf Of Delivery)
paling lambat 30 Harl dari tanggal permintaan

10. Semua claim hanya dapat diselesaikan di kantor kirim PENGANGKUT

Dan pengajuan claim harus melampirkan

a. Berita acara yang ditanda tangani penerima dan PENGANGKUT
ditujuan

b Dulzumen -dokumen pendukung antara lain : faktur/kwitansi dari
TITIPAN yang bersangkutan, bukti tanda terima asli dari
PENGANGKUT atas TITIPAN yang bersangkutan dan surat
penutupan asuransi (bila diasuransikan)

mao o
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi
ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

b. bahwa pembangunan perekonomiian nasional pada era globalisasi harus dapat
mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang
dan / atau jasa yang memiliki
kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas
barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen;

¢. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi
ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian
atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dipasar;

d. bahwa untuk ,meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap usaha yang
bertangguung jawab;

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di
Indonesia belum memadai;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga
tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentukk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat :

Pasal5 Ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang — undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan kmonsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang
berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayaah hokum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri
maupun bersama — sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam
wilayah Republik Indonesia .
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9. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non
pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi
oleh konsumen.

11. Badanpenyelesaian sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan pelindungan konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah Menteri yang ruang blingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang perdagangan.
BABII
ASAS DAN TUJUAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

Pasal 2
Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak- haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meniingkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang daan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
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B ABIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak Konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan / atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasdi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlinndungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkannkompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

¢. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disecpakati;
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d. mengikurti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jas yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 7
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi komppensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
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pengguunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g. memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BABIV

PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto , dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label , etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
promosi penjualan barang danm/atau jasa tersebut;

g. tidak mencvantumkan tanggal kadaluawarsa atau jangka waktu penggunaan/-
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal”
yang dicantumkandalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelsan barang yang memuat nama
barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal
pembuatan,akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain
untuk
penggunaan yang menurut ketenttuan harus di pasang/dibuat;
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j. tidak mencantumkan infdormasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentguan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.

(3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,

cacat atau bekas dan terrcemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.

(4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.

Pasal 9

(1). Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga
khusus,standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah
atau guna tertentu;

b. b. barang tersebut vdalam keadaan baik dan/atau baru;

c. c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu,” ciri-ciri kerja atau aksesories

tertentu;

d. d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;

e. e. barang dann/atau jasa tersebut tersedia;

f. f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyyi;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN.KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
g. g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. h. barangtersebut berasal dari daerah tertentu;

i. i. secara langsuung atau tidak langsuung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j. j- mengguunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya,tidak
menganduung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lenggkapp;

k. k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
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diperdagangkan.

(3). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, ppromosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak
benar atau menyesatkan mengenai :
a. harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;
¢. kondisi, tanggungan, jamiinan, hak atau ganti rugi atas suatu barang da/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/menyesatkan kosumen dengan :

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;

¢. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud
untuk
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup
dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yangg lain;

f. menaikkan harga atau barang dan/atau jasa sebelum melakujkan obral.
Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosiikan atau mengiklankan suatu
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barang dan/atau jasa dengan hharga tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu
dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1). Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu

barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan /
atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikan.

(2). Pelakun usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat,

obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan

dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

ujukan untuk

Pelaku usha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dit
dilarang untuk :

diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian,
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. menguumumkan hasilnya tidak melalui mmedia massa;
¢. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yyang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjiikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun
psikis terhadap
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
konsumen.

Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk
a. tidak menempati pesanan dan/untuk kesempatan waktu penyelesaian sesuai dengan
yang dijanjikan;
b. tidak menempati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17
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(1). Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan haga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

¢. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau
jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.

(2). Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah
melanggar ketentuan pada ayat (1).
BABV
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18
(1). Pelaku usah dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantuman klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a. menyetakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang
dibeli kosumen;

c. menyatakanbahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. e. mengaur perihal pembktian atas hilangnya kegunaan barang atap pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen; ¥

f. f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
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mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. g. menyatkan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2). Pelaku usaha dlarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

(3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)
dinyatakan batal demi hukum.

(4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
Undangundang ini.
BABVI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 19

(1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.

(4). Pemberian ganti rugo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
lanjut mengenai adanya upsur kesalahan.

(5). Ketentuan sebagamana dimaksud ayat (1) gan ayat (2) tidak berlaku apabila

H
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pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertangung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala
akibat ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1). Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diipor apabila
importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwaklanprodusen luar
negeri.

(2). Importir jasa bertanggung jawab scbagai penyedia jasa asing apabila penyediaan
jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
melakukan pembukian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menlak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat 4), dapat digugat melalui badan peyelesaian sengketa konsumen atau
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedududkan konsumen.

Pasal 24

(1). Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsmen apabila :

a. pelaku usaha laian menjual kepada konsumen tanpa melakkan perubahan apapun
atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidagk mengetahui adanya perubahan
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.

(2). Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebaskan dari tanggung
Jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain

yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan
melakukan perubahan
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atas barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 25
(1). Pelaku usaha yang meproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
batas waktu sekurang-kurangnya 1(satu) tahun wajib menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

a. tidak menyediakan fasilitas atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
perbaikan;

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjkan.
Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas
kerugian yang diderita konsumen, apabila :

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;

b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4(empat) tahun sejak barang dibeli atau
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha.

BABVII
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan

konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan perlindungah konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Meneri dan/atau Menteri
teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penelenggaraan perlindngan konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi upaya untuk :

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

¢. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) ketantuan lebih lanjut mengenai pembnaan penyelenggaraan perlindngan
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua -
Pengawasan
Pasal 30
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh

pemerintah,masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lempaga perlindungan konsumen swadaya
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masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
(4). Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.

(5). Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.

(6). Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B AB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas.

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33
Badan Perlindungan Konsmen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia.

Pasal 34

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(1). Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

15

SKRIPSI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU ... ANDIANSYAH




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

b. b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

c. c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;

d. d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat;

e. e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsmen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

f. f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

g. g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1), Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen
internasional.

Bagian Kedua
Sususnan Orgaisasi dan Keanggotaan
Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluhlima) orang anggota yang
mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen
Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa
jabatan berikutnya.

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(4) Ketua dan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh
anggofa.

Pasal 36

Anggota badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :
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a. pemerintah;

b. pelaku usaha;

¢. lembaga perlindngan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademisi; dan
e. tenaga ahli.
Pasal 37
Persyaratan keanggotaan Badan Pelindungan Konsumen Nasional adalah :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

¢. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan
konsumen; dan

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun.
Pasal 38
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota ; atau
f. diberhentikan.

Pasal 39

(1). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional
dinatu oleh Sekretariat.

(2). Sekretariat sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang
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DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

diangkat oleh Ketua badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3). Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 91)
diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

(1). Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tk.I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2). Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas, badan Perlindungan Konsmen nasional bekerja
berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua badan Perlindungan
Konsumen Nasional.
Pasal 42
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BABIX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44
(1). Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(2). Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3). Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
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a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak de.m
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan
atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan
perlindungan konsumen.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BABX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang durugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2). Penyelesian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3). Penyelesiana sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghlangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-udang.

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(4). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46
(1). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
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bersangkutan;
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepennganyang sama,
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenubhi syarat, yaitu
berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atai dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit.

(2). Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3). Ketenuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan./atau korban yang
tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf d diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentu dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk
menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang
diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48
Penyelesian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

B ABXI
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BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

bentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah

(1). Pemerintah mem
konsumen di luar pengadilan.

Tingkat I1 untuk penyelesaian sengketa

(2). Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen,seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik:
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan penagalaman di bidang perlindungan
konsumen;

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3). Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsmen, dan unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4). Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 93) berjumlah sedit-
dikitnya 3(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

(5). Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) terdiri atas :

a. Ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Pasal 51
(1). Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu

oleh sekretariat.
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(2). Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat
dan anggota sekretariat.

(3). Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
penyelesaian sengketa kosumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

a. melaksanakan penanganan dan enelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konéumen;
c. melakukan pengawasan terhadap terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
undangundang ini;

e. menerima pengadaan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindngan konsmen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

i. meminta bantuan penyidik ntuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
memenuhi pangglan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j- mendapatkan, meneliti dan/atau menlai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

I. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.
Pasal 53
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan
penyelesaian sengketa konsumen daerah Tingkat IT diatur dalam surat keputusan
Menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis.

(2). Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjul dan
sedikitdikitnya 3(tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam
surat keputusan Menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat
14(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 92) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan

putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan
ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan.

Pasal 57
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Putusan mejelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) diminakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
sejak diterimanya keberatan.

(2). Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para
pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak menerima permohonan kasasi.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

B AB XII
PENYIDIKAN
Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 91)
berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

d. melakkan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
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bidang perlindungan konsumen;

(3): Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (N
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

B A B XIII
SANKSI
Bagian Pertama Sanksi Administratif
Pasal 60
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan.
Bagian Kedua Sanksi Pidana
Pasal 61
Penuntutan. pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Pasal 62
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9,Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11,Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tctap atau
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| kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku Terhadap sanksi pidana
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

a. perampasan barang tertentu;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
b. pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti fugi;

d. perintah penghenlian kegiatan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
B ABXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi
konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang- undang ini.
B AB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar

sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada langgal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2001

TENTANG
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut

LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah
yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang perdagangan.

BAB II
PENDAFTARAN LPKSM
Pasal 2
Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tecantum dalam anggaran
dasamya.

LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan

perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur
lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB III
TUGAS LPKSM

Pasal 3

Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan
atau pengaduan konsumen;

Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat tehadap pelaksanaan
perlindungan konsumen;

Pasal 4
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Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan
berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen temasuk peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

Pasal 5
Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM
secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 6
Pelaksanaan kerjasﬁma LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi
mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang
beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Pasal 7
Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat
melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan
haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 8
Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan
masyarakat dilakukan atas barang/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara
penelitian, pengujian dan/atau survei.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat
bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional

maupun internasional.

LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah kabupaten/Kota setiap
tahun.

BAB IV
PEMBATALAN PENDAFTARAN LPKSM

Pasal 10

Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM tersebut :

tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen, atau
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terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditepkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2001
PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
ttd
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
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